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GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk
mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan
dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan
belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan standar
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman
pada standar harga satuan regional, analisis standar
belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua tentang Standar Satuan Harga Barang/
Jasa Dan Satuan Biaya Umum Pemerintah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun
2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pengawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah
Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA DAN SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.

2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
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Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan SKPD sebagai
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan
besaran harga barang/jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1
(satu) periode tertentu.

Satuan Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya tertinggi untuk
satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka
penyusunan RKA-SKPD.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan
anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2023 dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Tahun Anggaran 2023.

(1)

Pasal 3

SSH dan SBU merupakan ketetapan harga tertinggi untuk keperluan
Pemerintah Provinsi sudah termasuk pajak dan pengenaan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SSH dan SBU dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; dan/atau

b. estimasi.

Fungsi SSH dan SBU sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui.

Fungsi SSH dan SBU sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan besaran harga yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan :

a. harga pasar;

b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. ketersediaan alokasi anggaran; dan/atau
d

prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan,
kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4

SSH dan SBU Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan
berdasarkan jenis Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Harga Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari
pabrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia
Barang/Jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada harga pasar pada saat
pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 Juni 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juni 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 48

Salingn sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002






